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ABSTRAK

BPOM didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk upaya mendeteksi dan upaya preventif mencegah serta pengawasan produk-produk, perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan serta kesehatan konsumen. Pelaksanaan peran BPOM dalam pengawasan peredaran kosmetik berbahaya diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023. Di Kota Padang serta sejumlah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, BBPOM Padang menyita sebanyak 1.544 buah kosmetik illegal dari berbagai merk yang merupakan hasil penerbitan pasar yang dilakukan pada 26-28 Juli 2022 lalu. Permasalahan (1) Bagaimanakah pelaksanaan oleh BBPOM terhadap pengawasan peredaran kosmetik berbahaya di KotaaPadang. (2) Apakah faktor penyebab dari peredaran kosmetik berbahaya di KotaaPadang. Penelitian ini merupakan penelitian socio legal research/penelitian yuridis sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan (1) Bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan BBPOM Padang yaitu pengawasan pre-market (sebelum beredar) dan post-market (setelah beredar). (2) Faktor penyebab peredaran kosmetik berbahaya di Kota Padang adalah dari konsumen sendiri yang ingin mendapatkan harga murah dan efek yang cepat pada kulit, faktor terpengaruh iklan menyesatkan, faktor ketidaktahuan masyarakat pada izin edar asli dan izin edar yang palsu.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan sebagai makhluk Tuhan dalam rupa serta wujud yang paling sempurna. Khususnya kaum wanita selalu identik dengan keindahan, yang membuat mereka selalu berkeinginan untuk tampil lebih cantik dan sempurna, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman kosmetik tidak hanya identik digunaan oleh kaum wanita saja namun juga digunakan oleh kaum pria. Kosmetik tidak hanya perias wajah, namun dapat berupa produk perawatan wajah (skincare) dan tubuh (bodycare). Untuk mendapatkan kecantikan yang instan sangat mudah. Berbagai macam jenis kosmetik bisa didapatkan, meskipun harus menghabiskan uang dengan jumlah yang tidak sedikit.
 

Di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, produk kosmetik yaitu sebagai suatu kebutuhan primer beriringan oleh perkembangan gaya hidup. Membuat pelaku usaha berkompetensi dalam memproduksi produk untuk kecantikan dalam berbagai kegunaan dan bentuknya bagi masyarakat agar daya beli konsumen setinggi-tingginya.
 Hal inilah yang menyebabkan pertumbuhan industri kosmetik dunia bahkan tanah air meroket tinggi tercatat tumbuh hingga 20,6 persen dari tahun 2021 hingga 2022.

Dari solusi baik yang hadir dalam dikehidupan masyarakat tentu juga terdapat efek dominonya, di mana kesempatan ini dimanfaatkan oleh para kelompok usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi standar BPOM bahkan tidak sedikit juga mengandung bahan yang berbahaya untuk digunakan.

Sebuah negara memiliki kepentingan utama untuk melindungi masyarakat, salah satunya memperhatikan masalah kesehatan masyarakatnya yang merupakan fungsi utama pemerintahan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.
 Dengan adanya peranan kesehatan di atas, dengan itu diperlukan usaha yang cukup untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Bentuk usaha yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan melaksanakan pengawasan produk yang beredar.

BPOM didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk upaya mendeteksi dan upaya preventif mencegah serta pengawasan produk-produk, perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan serta kesehatan konsumen. Disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan BPOM No.26 Tahun 2017 TentanggOrganisasi dan Tata Kerja BPOM, BPOM merupakan lembaga non kementerian dari pemerintahan yang mengurus urusan dibidang pengawasan dan makanan.
Secara umum fungsi BPOM terdapat tiga pokok kegiatan yang dilaksanakan. Pertama, melalui regulasi penapisan produk untuk upayappengawasan obat dan makanan sebelum di edarkan atau pre-market, standard dukungan regulatori dan pedomanppengawasan obat dan makanan pada pelaku usaha agar memenuhi standard dan ketenntuan yang ada. Kedua, peningkatan inspeksi sarana distribusi Good Distribution Practices (GDP) dan produksi Good Manufactoring Practices (GMP) obat dan makanan dalam upaya memenuhi standard terkini. Ketiga, Pengawaasan obat dan makanan setelah beredar di masyarakat atau post-market dan dalam rangka meningkatkan efisiensi pengawasan obat dan makanan di pusat dan balai dilakukan upaya memberdayakan masyarakat lewat Edukasi dengan Komunikasi Informasi dan kerjasama dengan kemitraan yang memangku kepentingan.

Menurut Permenkes Menteri Kesehatan Nomor 1175 Tahun 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika Pasal 2 Ayat (1), kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu serta kebermanfaatan. Kemudian Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa persyaratan keamanan dan mutu serta kebermanfaatan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) sesuai dengan Kodeks Kosmetik Indonesia dan persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh Menteri.

Di Kota Padang serta sejumlah Kabupaten dan Kota di Sumbar, BBPOM Padang Sumbar menyita sebanyak 1.544 buah kosmetik illegal dari berbagai merk yang merupakan hasil penerbitan pasar yang dilakukan pada 26-28 Juli 2022 lalu. Barang sitaan tersebut didapat dari 42 toko lapak kosmetik yang diperiksa, 23 toko dan lapak tidak memiliki izin edar dengan jumlah harga total kosmetik yang disita adalah Rp. 31,47 juta. Kosmetik illegal tersebut berasal dari luar negeri, seperti China, Malaysia, Korea, Thailand, dan dalam negeri umumnya berasal dari Pulau Jawa. Dari temuan BBPOM Padang, banyak kosmetik yang tidak punya izin edar karena menggunakan pewarna yang dilarang untuk bahan kosmetik. Selain itu juga terdapat pemutih yang menggunakan zat yang sangat berbahaya seperti merkuri dan hidrokuonon.

Maka berdasarkan penjelasan di atas jelas tugas dan fungsi BPOM dalam mengawasi kosmetik yang beredar. Namun, nyatanya berdasarkan praktek dilapangan masih ada kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dijual secara bebas. Berdasarkan penjelasan dan uraian, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian hukum secara langsung, yang berjudul: PELAKSANAAN PENGAWASAN PEREDARAN KOSMETIK BERBAHAYA OLEH BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DI KOTA PADANG.
B. RumusannMasalah

Berdasarkannuraian di atas pada latarbbelakang, rumusannmasalah sebagaibberikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan peredaran kosmetik berbahaya oleh BBPOM di KotaaPadang?
2. Apakah faktor penyebab dari peredaran kosmetik berbahaya di KotaaPadang?
C. TujuannPenelitian

1. Adapunntujuan penelitian yang akan dibahas secara komprehensif dari permasalahan yang dituangkan dalam latar belakang ini adalah:

2. ﻿﻿﻿Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pengawasan peredaran kosmetik berbahaya oleh BBPOM di KotaaPadang.
3. Untukkmengetahui Apakah faktor penyebab dari peredaran kosmetik berbahaya di KotaaPadang.
D. MetodeePenelitian

1. Jenisspenelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalamppenelitian ini yaitu socio legal research/penelitian yuridis sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan, adalah penelitian yang pendekatannya dengan mengkaji hukum yang berlaku, berhubungan dengan fakta yang ada dimasyarakat.

2. ﻿﻿﻿Sumberddata
Di dalam penelitian ini digunakan sumber data berupa:

a. Datapprimer

Data primer ialah data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis yang didapat langsung di lapangan yang berbentuk hasil wawancara dengan pihak BPOM Kota Padang dan salah satu toko yang dilakukan pengawasan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian.
b. Datassekunder

Buku dan literatur perpustakaan maupun bacaan lain yang berkaitan dengan penelitian ini yang digunakan penulis sebagai data sekunder.

1) Bahannhukummprimer:

a) KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

b) Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

c) Peraturan Menteri Kesehatan No.1175 Tahun 2010 Tentang Izin Produksi Kosmetika.

d) Peraturan Presiden No.80 Tahun 2017 Tentang BPOM.

e) Peraturan BPOM No.26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.

2) Bahannhukumssekunder 

Merupakannbahan hokum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer di mana membantu proses pemahaman dan penafsiran terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dipenelitian ini berupa buku-buku dan literatur.

1. Teknikkpengumpulanndata
a. Wawancaraa
Wawancaraaadalah teknik dalam mengumpulkan dataayang dibutuhkan dalamppenelitian  ini. Sebelum dilaksanakan wawancara, yang pertama terlebih dahulu penulissmenyiapkanddaftarppertanyaan yanggakan ditanyakan. Penulis menggunakannteknik wawancaraasemi terstruktur, yaitu dimana hanya memuat pertanyaan secara garis besar masalah saja.

b. Studiddokumen

Studi Dokumen yaitu teknik mengumpulkan dataayang di pergunakan dalamppenelitiankkepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini, dapat berupa pendapat ahli, peraturan perundang-undagan, dan kumpulan artikel yang berhubugan dengan mater yang akan di bahas dalam penelitian in sehingga diperoleh data yang ilmiah.

2. Analisisddata

Setelah penulissmemperolehddata primer danddata sekunderyyang diperoleh kemudian di analisis melalui metode kualitatif. Penelitian yang tertuju oleh norma hukum yang telah hidup dan berkembang dimasyarakat.
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